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BAB III
PARTAI POLITIK 1SLAM

DALAM KONSTELASI POLITIK ORDE BARU

A.PELEBURAN PARTAI POLITIK ISLAM

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kerangka
gstruktur politik pemerintah menghendaki penyederhanaan
partai. Berdasarkan konsep tersebut, maka pada tahun

1973 seluruh Partai Islam melakukan fusi ke dalam PPP.

Hal tersebul memperoleh kekuatan hukuim getelah

disahkannya UU No. 3/73.1

gagasan penyederhanaan ini diawali dengan
pengelompolkan partai dalam parlemen. Pemerintah
menyarankan pembentukan berdasarkan dua kelompok.

1. Kelompok Materiil - Spiritual, terdiri atas partai-
partai yang amenekankan pembangunan materiil <tanpa
mengabaikan aspek spirituil, terdiri atas PNI,
MURBA, IPKI, Partai Katholik dan Parkindo

2o Kelomp9k Spirituil - Materiil, menekankan pembangunan
spirituil tanpa mengabaikan aspek materiil, terdiri

atas, NU, Parmusi, PSII dan Perti.?
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Fusi Partai Politik tersebut mempunyai dua
makna:

1. Sebagai akhir sejarah panjang peranan parpol-parpol
Islam
2. Sebagai awal persatuan parpol-parpol Islam?

Akhirnya disepakati pendirian partai baru yang
merupakan gabungan daril berbagai partai politik Islam
saat itu, yakni pada tanggal 5 Januari 1973. Persiapan
pendirian inipun terkesan tergesa-gesa, terlihat dari
belum terbentuknya struktur organisasi. Baru pada
tanggal 13 Pebruari 1973 di J1. Imam Bonjol 22 tempat
kediaman KH. Masykur, Dberhasilah disusun Frogram
Perjuangan dan Program Pokok PPP. Program perjuangan
memiliki 5 Sasara sedangan Program pokok mencakupi 3
pidang.?

Adapun isi dari lima sasaran program tersebut

antara lain :

1. Membina masyarakat yang bertagwa kepada Allah SWT dan
mengusahakan terwujudnya aklakul karimah dengan
mempertinggi rasa kesadaran dan rasa tanggung jawab

beragama dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia.
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2. Mempertahankan dan membangun Negara RI atas landasan
Pancasila dan UUD 1945, menuju masyarakat adil dan
makmur vyang diridloil oleh Allah swt.

3. Memelihara persatuan umat Islam untuk memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala
kegiatan kemasyarakatan dan kenegardan.

4. Mengusahakan agar pembangunan ekonomi Indonesia
dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong
royong sesuail dengan jiwa pasal 33 UUD 1945 dan
terjaminnya antara kemajuan ekonomi agraris dan
industri.

5. Mengusahakan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan
bagi seluruh bangsa Indonesia.

Selanjutnya dicantumkan pula 3 program pokok PPP
yang isinya antara lain

1. Peningkatan stabilitas politik wuntuk mengembangkan
demokrasi Pancasila, memperkuat konstitusional dan
meningkatkan tegaknya hukum.

2. Meningkatkan perkembangan kreatifitas masyarakat dan
memperluas partisipasi masyarakat untuk mensukseskan
pembangunan nasional.

3. Meningkatkan ketahanan nasional disegala bidang.5

£. M. Rusli Karim, Islam dan Konflik Politik Era
Orde Baru, MW. Mandala Yogyakarta 1992 hal. 406




Sejarah lahirnya PPP sendiri tidaklah
sederhana. Nahdlatul Ulama Yyang merupakan partai
terbesar, pada awalnya kurang sependapat dengan adanya

fusi, walaupun pada akhirnya nyaris tanpa keributan di
intern NU sendiri. Sementara, ditubuh PSI1II, munculnya
fusi yang mengakibatkan regenarasi dalam tubuh PSIT yang
pada akhirnya menyetujui adanya fusi. Tapi lain hal bagi
Parmusi dan Perti vang sejak awal menjadi motor
terlaksananya fusi.

Deklarasi berdirinya PPP diumumkan oleh presidium
kelompok PPP yang ditanda tangani oleh KH. Idham Chalid,
HEMS. Mintaredja SH, H. Anwar Tjokroaminoto, Rusli Halil,
dan KH. Masykur. Terpilih sebagai presidium partai Idham
Chalid, sedangkan Ketua Umum pimpinan pusat ialah
Mintaredja, SH.

Para pendiri PPP sebagai satu-satunya partai
Islam di Indonesia amat bergairah dan optimis tentang
masa depan PPP, setelah sedih melihat hasil yang dicapai
partai-partai Islam pada pemilu sebelumnya. Walaupun,
proses penyaluran aspirasi ini sering terjadi konflik
antara unsur-unsur yang ada dalam PPP khususnya antara
Nahdlatul Ulama dan Parmusi.

Kesamaan identitas (Islam) dari parpol 1Islam,

bukanlah satu jaminan adanya satu kerjasama ataupun satu



persepsi dalam tububh partai politik PPP. Hal ini
disebabkan, masing-masing partai Islam yang telah
melebur tersebut akan memperjuangkan kelompoknya untuk
memperoleh jumlah suaru yang besar, sehingga dapat
menempatkan wakil-wakilnya yang duduk di 1legislatif
lebih banyak.

Nampaknya, terjadinya fusi partai-partail Islam
dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada yvang
memandang sebagai suatu kemudahan bagi kelompok lain
untuk mengontrol partai tersebut, tetapi ada juga vyang
menganggap sebagai suatu ancaman. Berikut ada beberapa
pandangan dari berbagai kalangan yang mencoba menyikapi
adanya peleburan partai Islam.

Di tubuh Militer, ada <tiga kelompok yang
memandang secara berbeda mengenail fusi. Kelompok
pertama, menyarankan Kkepada pemerintah agar partai-
partai Islam jangan disatukan dalam satu partai, karena
dikuatirkan pada suatu hari akan balik memukul dan akan
menjadi ancaman bagi kekuatan ABRI. Untuk itu supaya
dibiarkan partai-partai Islam terbagiseperti sebelum
fusi. Paling jauh mereka disatukan dalam satu federasi
yang longgar. Dengan demikian kekuatan Islam tidak akan
menjadi kekuatan yang berarti dan akan tetap lemah.

Sementara, pendapat kedua, memandang sebaliknya.
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Sebaiknya partai Islam disatukan dalam satu wadah,
difusikan dalam satu pengelompokan. Dengan berfusinya
partai-partai 1Islam, maka kekuatan 1Islam akan lebih
mudah dikontrol dan dikuasai. Kelompok katiga
berpendapat bahwa, partai-partai Islam diberi tempat
yang wajar saja. Dibiarkan berkembang secara alami
tetapi diberikan pengarahan untuk mewujudkan persatuan.
Kelompok berpendapat justru kekutan Islam narus
dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam pembangunan.

Terlepas dari berbagai pandangan dan tanggapan
masyakat 1luas, adanya peleburan partai-partai Islam
justru menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara NU
dan Parmusi (MI) sebagaimana yang telah saya singgung
diawal. Konflik berkepanjangan tersebut berawal dari
pembagian jatah kursi kepengurusan bagi wakil-wakilnya
dilegislatif. Nahdlatul Ulama yang merupakan partai
terbesar Islam sebelum fusi, sudah seharusnya mendapat
jatah paling besar dibanding Partai Islam yang lain. Ini
tentu logis, sebab didukung oleh suara massa yang besar
pula.

Sementara Parmusi {(MI) menempatkan kelompoknya
sebagai penerus partai Parmusi, maka sudah sewajarnya
jika Parmusi menentukan keberadaan PPP. Selain itu,

Parmusi juga didukung kedekatan para fungsionarisnya



dengan pemerintah. Justru dengan Xedekatan inilah,
muatan-muatan PPP  akan lebih berarti pada gsaat~-saat
pengambilan keputusan.

Jelasnya baik Nahdlatul Ulama maupun Parmusi (MI)
merupakan unsur yang paling dominan dalam PPP. NU
memiliki basis massa tetapi pemimpinnya kurang memiliki
keunggulan intelektualitas. Sebaliknya, Muslimin
indonesia memiliki kualitas intelektual tinggi, tetapi
memiliki kemampuan lobying dengan pemerinLah.b
B. PARTAJL PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN ASPIRASI UMAT ISLAM

Umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia
memiliki potensi untuk menyukseskan pembangunan
nasional, sebagal sumber legitimasi sistem politix dan
sumber dukungan dalam setiap pemilu. Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) yang merupakan peleburan partai-partai
Islam, sudah sewajarnya merangkul potensi tersebut dan
berusaha untuk tidak melepaskannya. Secara historis, PPP
tidak terlepas dari umat Islam Indonesia vyang menjadi
mayoritas rakyatnya. lkatan Historis ini, tidaklah mudah
untuk dilepaskan, sekalipun sudah ada ide untuk

melepaskannya dan memperluas basis partai itu kepada

6. Thaba, Op-cit hal. 238
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semua golongan masyarakat Indonesia. Sebab secara riil
PPP sudah dicap sebagai partainya umat, sekalipun
pendukungnya hanya sebagian kecil umat. ’
Dalam konteks inilah agama Islam berperan gecara
signifikan
1. Ia telah memberikan landasan jdentifikasi diri Dbagi
PPP

2. 1a telah pula berfungsi sepbagai thema sentral
perjuangan PPP

3. Dalam masa pemilu ia bukan saja perfungsi sebagai
pengikat massa secara keagamaan, tetapi telah juga
menjadi alat untuk memberikan legitimasi keagamaan
bagi kemenangan PPP.

Kemudian, apa peran PPP terhadap umat lslam vyang
merupakan basis terbesar dari PPP ? sebab ketika sudah
mengklaim dirinya sebagai partai Islam, tentu sudah
sewajarnya dapat menjadi wadah sekaligus penyalur
aspirasi pendukungnya.

Memasuki usianya yang kelima, PPP dihadapkan pada
Sy MPR 1978. Dalam sidang umum MPR 1978 tersebut,
terdapat perdebatan yang sangat alot, Xhususnya di

komisi B yang membahas tentang P-4, dimana didalamnya

7. Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi,
Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1887 hal. 25




memuat tentang Aliran Kepercayaan dalam GBHN, sehbab akan
memberikan pengesahan terhadap status abangan, priyayi
dan santri sebagaimana yang dikemukakan oleh Cliffort
Geertz. Implikasi dari kotomi ini akan menyudutkan PPP,
sebab sebagian besar mereka beragama

tam, walaupun

tingkat penghayatan dan pengamalannya masih rendah. PPP

beranggapan agar masalah kepercayaan ini dihapuskan

dalam GBHN dan penganutnya agar kembali ke agamanya

masing-masing.
PPP gebagai partai Islam pantas menolak draft

GBHN vyang diajukan oleh Komite Pekerja, sebab dalam

draft itu dicantumkan beberapa hal

1. Menggantikan pelajaran agama dengan Pendidikan Moral
Pancasila dalam semua tingkatan sekolah umum

2. Anggaran belanja negara 1973/1974 untuk urusan-urusan
keagamaan diturunkan dari 1.2726 Juta menjadi 800
juta.

3. Persoalan masuknya aliran Kepercayaan dalam GBHN
sebagai bagian dari "Agama resmi" yang kedudukannya
setingﬁat dengan agama lainnya : Islam, Kristen,
Katholik, Hindu dan Budha®

FPP keberatan karena dimasukannya Aliran

8. Thaba, Op-cit hal. 253
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Kebathinan dalam GBHN berarti pemerintah memberikan
pengakuan terhadap Aliran Kebathinan tersebut. Padahal
menurut FPP, pasal 29 ayat 2 sama sekali tidak
dimaksudkan untuk mengatur Aliran Kebathinan.?

Usaha pemerintah untuk meredakan konflik ini

adalah dengan mengganti kata kebathinan dengan Aliran
—j - -t

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada akhinya
FPP menerima aliran kepercayaan dalam GBHN dengan
I Y
catatan, sebagaimana pemandangan umum tfraksi-iraksi pada

sidang pieno, bahwa
"Sekalipun FPP berpendapat bahwa rumusan tersebutl
belum memadai Paik bobot, derajat, maupun
kualitasnya... namun rumusan tersebut adalah
hasil konsensus yang benar-benar merupakan hasil
musyawarah”lo
FPP +tidak mendukung penyebaran dan pengembangan
aliran kepercayaan dan mengimbau kepada seluruh
penghayatnya untuk Kkembali kepada ajaran agamanya

masing-masing :
"Diusahakan bimbingan dan pengawasan pertumbuhan
aliran~aliran kepercayaan/paham-paham keagamaan
supaya dapat kembali Kkepada induk agama masing-
masing dan berusaha mencegah perkembangan aliran-

9. Ibid hal. 255

10. Ibid hal. 255
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aliran kepercayaan yang bertentangan dengan
falsafah Pancasila serta keyakinan agama.ll

Pada SU MPR itulah muncul pengertian PPP sebagail
The Loyal Opposition yaitu bersikap oposisi tetapi tidak
bermaksud menjadi alternatif pemerintah. Mentri agama RI
Alamsyah sendiri mencatat pelbagai situasi yang tidak
menguntungkan dalam kehidupan keagamaan di Indonesia
menjelang SU MPR 1978, yaitu adanya "“Suasana saling
mencurigai antara sasama pemeluk agama; golongan non-
Islam mengkuatirkan bahwa dasar negara Pancasila akan
diubah, sedangkan golongan Islam mengkuatirkan Dbahwa
anak keturunannya akan memeluk agama lain." Dia juga
mencatat "adanya kecurigaan pihak pemerintah terhadap
pemimpin-pemimpin Islam, karena kritik-kritik mereka
yang tajam terhadap kebijaksanaan pemerintah, demikian
juga image yang masih belum hilang terhadap DI/TII.12

Fenomena menarik lagi di tahun 1882 yakni
tampilnya sosok yang mempunyai kedekatan dengan
pemerintah yakni J. Naro. Beliau dengan berbagai usaha
kemudian dapat menduduki jabatan Ketua Umum PP

Tampaknya Naro mengemban tugas khusus untuk membersihkan

11. Ibid hal. 255

12. Nasi Op~-cit hal. 48
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partai dari kelompok yang oleh pemerintah dipandang
ekstrim. Usahanya itu berhasil, dengan resiko yang harus
ditanggung PPP. Dalam pemilu 1982 dan 1987, pendukung
PPP menyusut tajam. Tahun 1982 PPP memperoleh 27,78%,
padahal pada pemilu tahun 1977 PPP memperoleh 29.9%.

Rkibatnya, luka lama yang belum sembuh justru
diperparah oleh masalah klasik, yaitu pembagian jatah
kursi yang tidak sesuai dengan proporsinya masing-
masing. Konflik yang berkepanjangan ini, menyebabkan
Idham Chalid mengancam akan mengundurkan diri bila
konflik intern tersebut tidak diselesaikan sebagaimana
yang telah dilakukan oleh KH. Syaifuddin Zuhri ketua
DPP-PPP tanggal 19 November 1981 silam.

Hambatan yang dialami pada pemilu 1977, masih
terasa dalam kampanye PPP (1982), seperti seretnya
perijinan disementara daerah, gangguan keamanan sampail
penahanan oleh sementara oknum pejabat daerah yang over

acting.13

C. PENERIMAAN PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA AZAS PPP
DAN IMPLIKASINYA

Gagasan untuk menyeragamkan azas kekuatan politik



yakni Pancasila - dikemukakan oleh Presiden Soeharto
taktala berpidato di depan sidang Paripurna DPR pada
tanggal 16 Agustus. Gagasan seperti ini merupakan salah
satu bagian dari "paket" wupaya pemerintah untuk
mewujudkan stabilitas politik yaitu dengan menghapus
"azas ciri" yang terdapat dalam kedua partai politik,
selain Pancasila, seperti PPP dengan "Islam“nya atau PDI
yvang bercirikan "Demokrasi Indonesia, Hebangsaan
Indonesia dan Keadilan Sosial w14

Dampak dari sasaran pemerintah diatas, man tidak
mau partai politik - tidak terkecuali PPP - harus
menyesuaikan dengan kebijakan yang diterapkan Dalam
kondisi demikian, banyak organisasi kemasyarakatan dan
keagamaan serta partai politik yang dihadapkan pada
dilema antara idiologi yang menjadi ciri dan identitas
organisasinya dengan idiologi atas rekayasa pemerintah.

Gagasan pemerintah tersebut didasarkan atas
pengalaman sejarah masa lampau bahwa dengan sistem multi
partai yang juga ditandai oleh banyak azas dan ciri,
ternyata —gagal dalam membina stabilitas politik untuk

membangun pemerintah yang efektif.

Menanggapi gagasan pDemerintah diatas, ada

4. Karim, Op-cit hai. 219
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berbagai ragam pendapat. Sebagian menaruh harapan atas
penyeragaman azas tunggal tersebut, sebab dengan adanya
kesamaan azas, sedikit banyak akan mengurangi kotomi
atau pengkotak-kotakan ditengah masyarakat, yang pada
akhirnya tidak mendukung terwujudnya persatuan dan
kesatuan. Argumen seperti ini didasarkan pada pengalaman
masa lampau, dimana terdapat banyak partai atau wadah
yang tentunya akan banyak pula menimbulkan konflik yang
ridak berkesudahan. Sebagian yang lain berpendapat,
justru dengan adanya penyeragaman d4asas ini, Dberarti
mengingkari keberagaman yang ada dalam masyarakat.

Perubahan yang Dbesar setelah SU MPR 1983
tersebut, memaksa PPP, mau tidak mau, dan dengan segala
konsekuensinya harus menerima Pancasila sebagai idiolgio
barunya. Azas ini diberlakukan setelah muktamar PPP
Agustus 1984 Azas PPP menjadi Pancasila sesuai dengan
Tap MPR. Kemudian DPR membuat UU perubahan pemilu
tentang penggunaan tanda-tanda gambar baru yang
mencerminkan Pancasila. Akhirnya tanda gambar Ka'bah
bagi PPP diganti dengan Bintang.

Dengan penggantian gambar atau simbol PPP
tersebut, terjadilah apa yang disebut "Deskralisasi
Partai Politik". Ini berarti, secara formal tidak ada

lagi partai politik yang dapatmengkalim dirinya sebagai
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partai politik Islam. PPP lalu mengalami krisis
idencitas, karena secara formal mereka bukgn lagi parpol
Islaml®

Perubahan idiologi dan lambang PPP tentu
menimbulkan pro dan kontra yang cukup hangat. Ada yang
menganggap itu proses delslamisasi politik dan
depolitisasi Islam. Tetapi ada juga yang menggunakan
istilah lebih lunak lagi, yaitu "deformalisme Islam"
yaitu proses penanggalan bentuk-bentuk formal Islam,
tetapi substansinya tidak berubah. Bagi Ketua Umum J.
Naro, Pancasila disambut baik sebagai azas tunggal. J.
Naro menuntut penegakan Demokrasi Pancasila sangat
meminta perhatian. Kemiskinan dan ketidakadilan
struktural vyang ada dalam amsyarakat mengharuskan kita
untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan
Pancasila sebagail satu-satunya azas, tidak akan
mempersempit ruang gerak bagi kehidupan beragama
dikalangan masyarakat kita. Jadi tidak perlu ada
kekuatiran Pancasila akan diagamakan dan agama akan di
Pancasilakan.

Dalam muktamar PPP diatas, Juga disinggung

tentang penegasan asas tunggal. Tujuan dari muktamar ini

15, Ibid hat. 236
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ada tiga secara garis besarnya : memantapkan Pancasila
sebagai azas tunggal PPP; menyelesaikan secara tuntas
soal fusi kedalam PPP untuk selanjunya lebih
berorientasi terhadap pembangunan tujuannya terhadap
idiologi. "

Akan tetapi, sejak pemerintah dengan U no 5
tahun 1985 tentang keharusan menggunakan asas tunggal
bagi ormas dan orpol, berpengaruh besar bagi perjalanan
PPP, vyaitu semakin berkurangnya perolehan suara pada
pemilu 1987. Tampil tanpa orang-orang yang memiliki
basis massa dan terputusnya hubungan tradisional PPP
dengan massa umat, jumlah suara yang diperoleh saat itu
adalah 15,97 % suara. Kalau pada pemilu sebelumnya vakni
pada tahun 1971, 1977,1982 PPP menggunakan idiologi
Islam dalam memobilisasi massa, akan tetapi kali ini PPP
kesulitan untuk mengangkat thema kampanye sehingga
berdampak pada perolehan suara yang menurun.

Satu lagi fenomena yang menarik adalah keluarnya
NU dari unsur PPP setelah dalam muktamar ke 27 di
Situbondo mengambil kebijakan untuk kembali ke Khitah
'26. Artinya secara organisatoris NU tidak terikat
dengan salah satu parpol manapun. Sementara itu, anggota

15. Nasir Tamara, ibid, hal. 50
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NU yang merasa dirugikan oleh Naro melakukan aksi

penggembosan terhadap PPP dalam pemilu 1987 sehingga
17

perolehan suaranya menurun. Selain itu warga NU
dipengaruli oleh rasa kekecewaan pada Naro dalam
pemberian jabatan pengurus dan jatah kursi di
legislatif.

Menurunya suara yang diperoleh PPP juga

dipengaruhi oleh TUU no. 1 tahun 1985 pasal 20 ayat 1
yang menyatakan bahwa dalam kampanye pemilu dilarang
mempersoalkan Pancasila dan UUD '45. Thema kampanye
pemilu adalah program tiap-tiap organisasi peserta
pemilu (OPP) yang berhubungan dengan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila. Kampanye harus
ditekankan pada program kerja organisasi peserta pemilu,
bukan pada orientasi idiologi. Peraturan pemerintah
tersebut disatu sangat baik bagi pendidikan politik
rakyat sekaligus mencoba mencari bentuk kampanye Yyang
mampu menarik simpati rakyat. Disatu sisi tidak
menguntungkan bagi OPP khususnya PPP, sebab merasa
kesulitan mengangkat isu kampanye.

Hal inilah yang memberatkan PPP, manakala Agama

(Islam) tersebut semakin dijauhkan dari panggung
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politik. Dengan semakin kecilnya pengaruh agama dalam
politik - yang berarti semakin terkucilnya umat Islam
dalam PPP, maka dilihat dari usaha partai untuk
melakukean kegiatan dalam rangka mengikut sertakan
masyarakat dalam berpolitik, jelas PPP akan mengalami
kesulitan dalam menarik masanya, jika agama harus
dilepaskan sama sekali dari politik, mengingat sampai
saat ini hanya tinggal agama, Islam saja yang dapat
dijadikan pegikat solidaritas umat Islam, sebagai akibat
dari Xketiadaan kegiatan partai di dalam masyarakat.l8
Dalam hubungan dengan penyeragaman asas ini PPP-lah yang
langsung merasakan akibatnya. Dan dengan demikian pada
perkembangan berikutnya tak mustahil jika PPP pun akan
semakin terasing dari umat Islam. 19

Dan semenjak saat itu terjadi heterogenitas atau
diversifikasi partisasipasi dikalangan umat Islam dalam
rangka menyalurkan aspirasi politik , karena umat tidak
mempunyai partai yang menjadi identitas tersendiri dan

yang sesuali dengan aspirasi pendukungnya.
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18. Abd. Munir Mulkhan, Op-cit hal. 2058

13. Ibid hal. 258



